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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KET ENAGAKERIJAAN
BAGI PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SO1 Ok TAHUN 2020

NOMOR : 10 /K.BAWASLU-Prov. S0, [/HK.02/1/2020
NOMOR : PER/4/01/2020

Pada hari ini. Senin tanggal Dua puluh tuiuh - bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (27
01-2020), bertempat di Kantor Bawaslu Kota Solok Jalan Imam Bonjol, RT 01/RW 03

Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam, Kec
bertanda tangan dibawah in; -

[. BPJS KETENAGAKERJAAN

II. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SOLOK

amatan Lubuk Sikarah, Kota Solok | yang

Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan
berdasarkan Undang Undang Nomor 24
Fahun 2011 tentang Badan Panyalanggara
Jaminan Sosial dalam hal ini diwakill oleh
MUHAMMAD FANANI dalam Jabatannya
selaku - Kepala  Kantos Cabang  BPJS
Ketenagakernaan Kota Solok, berdasarkan
Surat Keputusan Direktur Utama BPJS
Ketenagakernaan Nomor K| P/1295/102019
tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat
BPJS Keloenagakeraan, berwenang
bertindak 1ntuk dan atas nama BPJS
Ketenagakornann  Kantor Cabang  Solok
Berkedudukan di JI Syech Kukut No 72
Kota Solok Provinsi Sumareta Barat, yang
selanjulnya disebul PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang
menaawne |’4vnw'h\l‘lt_]ﬂl-\!.’hln Pomilu d)
wilayali Kota Solok Provinsi Sumaltera
Dalal borda sell Katl) Lt Rll})“i!l'l’\
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 lontang
Pemilihan Umum  dalam hal ini diwakili
nlah  TRIATI clakun - Ketua  Badan
Pengawas Pamilihan Umum Kota Solok
yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol,
RT O1/RW 03, Banda Panduang, Kelurahan
Fanah Garam, Kecamatan  Lubuk Stkarah,
Kota  Solok,  untuk selanutnya disebut
PIHAK KEDUA
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Selanutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA cecara berama sama disebit PARA
PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikiol

| Bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 24 Tahon 2011 tentang  Badan
Penyelenggara  Jaminan Sosial, PIHAK PERTAMA adalah Badan Penyelenggara

Jarminan Sosial Ketenagakerjaan,

2. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk melindung: para Pengawas Pemilihan Umum

Kota Solok untuk pemilihan Gubernur dan Walkil Gubernur Sumatera Barat, Walikota
dan Wakil Walkota Solok Tahun 2020 melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

serdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Perjanjian
Kerjasarma tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pengawas
Pemilihan Umum Kota Solok untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat,
Walikota dan Wakil Waikota Solok Tahun 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Perjanjian kerjasama ini berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

l,

:'\.;

.h';;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20073 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pererintah  Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan
Kecelekaan Kerja dan Jaminan Kematian;

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program
Jaminan Sosial;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19
Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat
Pemungutan Suara.
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9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Keglatan
Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota.

10. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor : 0410/K.BAWASLU/HK.05/X1/2019, tanggal 28
November 2019, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota Tahun 2020.

Pasal 2
DEFINISI DAN PENGERTIAN

(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat
BPJS Ketenagakerjaan adalah PIHAK PERTAMA yaitu padan hukum publik yang
dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

(2) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang sclanjuinya disebut Panwaslu
Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Banwaslu Kabupaten/Kota untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain;

(3) Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu
Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
kelurahan/desa atau nama lain

(4) Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS
adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu
Kelurahan/Desa

(5) Peserta adalah setiap orang yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA untuk diikutsertakan
dalam Program BPJS Ketenagakerjaan;

(6) Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau
pengurangan jumlah Peserta,

(7) Iuran Peserta adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta,
Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program BPJS Ketenagakerjaan.

(8) Iuran Perbulan adalah sejumlah iuran yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta,
Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah pada periode masa kerja pada bulan berjalan.

(9) Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA yang belum
termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA;

(10) Identitas Peserta adalah kartu Peserta BP]S Ketenagakerjaan yang diberikan kepada
setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan;

(11) Electronic Payment System (EPS) adalah nomor kode iuran yang disediakan oleh PIHAK
PERTAMA sebagai rekening tujuan dalam pembayaran wran Program BPIS
Ketenagakerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;

(12) Pusat Layanan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut dengan PLKK adalah
fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk memberikan pelayanan
kesehatan kepada Peserta apabila terjadi Kecelakaan Kena;
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Pasal 4
PUANG L ITHGKL:

Foang  Lingkup Perjanjian Kerjasama  Venyelenggaraan |

T Jaminan  Sosisl

Kevonagakerjaan, sebagalimana diimaksud pada Pasal 5 sdalat, ehagal hernkin

A PIHAK KEDUA mangikutsertakan selurl Fengamas Femihan Umum Kota Sl sk
pemilihan Gubernur dan Wakil Cubernur Surmatera Barat, Walkohz dan Wakh Walkota
Solok Tahun 2020 di Keta ook Proving Surmatera Barat melalon Progeam Jarminan Soskal
Ketenagakerjaan,

b Progiam Jaminan Sosial Ketanagakerjaan yang ditnavad  adalah Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan ¥ematian

f Peserta adalah Pengawas Pernilihan Urmum Keta olor ot permilihian Gubernur dan
Wakil Gubernur Surnatera Barat, Waliketa dan Hakll s oMok Tahun 2020 o Kotz
Solok Provingl Sumatera Faral yang didaftarvan dalam Frogeam BPYS Kerenagakeriaan
oleh PIMAK KEDUA,

0. Data awal peserta adalah data jurmlat, nama, alamat, Nomaor [ndik Kependudukan (WIK)

peserta yang didaftarkan oleh PIMAK KEDUA (00
Kerjasama inl sebagai pesena Progeam 197, Ketenagakeraar

andatanganan Perjanjian

¢ Pemblayaan untuk iuran Program  Jaminan Sonsl cetes sarer)aan i lingkungan
Pengawas Permilihan Urnum Kota Solok Progins Sumaters Bara akan diatur oleh PIHAK
KEDUA ecual dengan ketentuan perundang-undangan yang beraky;

o Jumlah iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian adalah Rp. 13.500,- per
bulan per oraneg.

0. PIHAK PERTAMA akan membervan pelayanan kepada peserta Program Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakeriaan sesusl ketem

yang berlaku, yaitu
I Untuk program Jaminan Kecolakaan Kerja, berupa:
I Penggantian blaya transport (maksimum )
¢ Darat [ Sungal | Danau Rp 5.000.,000),-
s Laut Rp 2.000.000,
s Udara Rp 10,000,000,
¢ Jika menggunakan lebih dari | (sat) angkuta
banyak: darl masing-masing angkutan yang digunak

ian perUndang-Undangan

Mara bermak atas baya paling

ar
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vii.

viil.

. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMH)

« Enam (6) bulan pertama, 100% x upah sebulan yang dilaporkan
« Enam (6) bulan kedua, 100% x upah sebulan yang dilaporkan
» Enam (6) bulan ketiga dan seterusnya 50% x upah sebulan yang dilaporkan

Penggantian Biaya Pengobatan dan perawatan sesual dengan  kebutuhan
medisnya.

Penggantian Biaya Rehabilitasi Medik berupa alat bantu (orthese) adan/atau alat
ganti (prothese) bagi anggota badan hilang da tidak berfungsi akibat Kecelakaan
Kerja untuk setiap kasus dengan Patoka harga yang ditetapkan oleh Pusat
Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen)
dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik

Penggantian Gigi Tiruan (maksimum) Rp. 5.000.000,

Santunan Cacat:

» Sebagian Anatomis : % tabel x 80 x upah sebulan yang dilaporkan
» Total Tetap: 70% x 80 bulan upah sebulan yang dilaporkan

* Sebagian Fungsi : %kurang fungsi x %tabel x 80 x upah sebulan

Santunan Kematian

« Santunan Kematian : 60% x 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar
JKM)

 Berkala (24 bulan): Rp 500.000,- per bulan atau sekaligus Rp 12.000,000

« Biaya Pemakaman : Rp 10.000.000,-

Beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala
setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan
sebagai berikut :

« Pendidikan TK sampai dengan SD / sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu
juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan
pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;

» Pendidikan SMP / sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per
orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun);

« Pendidikan SMA / sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per
orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;

« Pendidikan tinggi maksimal Starata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00

(dua belas juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan
maksimal 5 (lima) tahun;
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dooUntuk Program laminan Kematian
I Santunan Kematian fp 20 000 000,
I Santunan Berkala Kp S00.000, / bulan (selama V Llan ) atau dapat dssrmiEs
sekaligus dimuka sebesar p 12 000 000,
i Maya Pemakaman fp 10 000 000,

lumlah turan laminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jarmnan ¥ematian (M) Dsetorcan

ket Rekening PIHAK PERTAMA,

Tenaga Kerja dianggap sebagal peserta Program BEI5 Ketenagakenjaan apatila teian

membayar uran pertama

Setiap peserta yang terdaftar pada BPIS Ketenagakerjaan berhak mendagatican Laru
peserta sebagal bukti kepesertaan yang sah untuk mendapatian pelayanan

PIMAK PERTAMA akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesual ketentuan perundang-undangar

yang berlaku.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

a Menerima daftar Peserta yang telah memenuhl ketentuan dan prosedur yang telah
ditetapkan dari PIHAK KEDUA dan melakukan entr data terhadap dafiar Peserta
tersebut ke dalam database PIHAK PERTAMA yang untuk selanjutnya database
tersebut menjadi dasar bagi PIHAK PERTAMA untuy memberikan pelayanan kepaca
Peserta.

b Menagih dan menerima pembayaran luran Peserts
Perjanjian Kerjasama ini,

¢ Menolak memberikan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bag Peserta yang
tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan

d Memberhentikan kepersertaan apabila menerima laporan tertulis dan PIHAK KEDUA
tentang pemberhentian atau ketidak ikut sertaannya dalam program ini.

rhagaimana ditetapkan dalam

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

a Menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta kepada PIHAK KEDUA.
b Memberikan Informasi kepada PIHAK KEDUA mengena hal-hal yang berkaitan
dengan prosedur pelayanan Program BPIS Ketenagakeraan bagl Peserta.

¢ Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari PIHAX KEDUA sehubungan dengan

pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta.
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(1) PIHAK KEDUA berhak untuk

(4) PIHAK KEDUA berkewaijiban untuk:

d

a

Memperoleh Jaminan Program BE1S Ketenagakesjaan bagr Pesertayang telah terdaltan

dalam daftar Peseria,

Menerima Kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan untuk diserahikan kepada Peserta,
Memperoleh informast dari PIHAK  PERTAMA  Derkaitan dengan Program . BEJS
Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Peserta;
Menyampaikan keluhan kepada PIHAK PERTAMA
Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta,

Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanarn yang dit
PERTAMA kepada Peserta.

cohubungan dengan pelayanar

yortkan PIHAK

3L
Melakukan — pendataan — Peserta yandg difkutsertakan — dalam — Program BPIS

Ketenagakerjaan dengan menetapkan juml
Memastikan bahwa daftar Peserta yang diberikan kepad
benar dan akurat,

Menyerahkan daftar Peserta yang mer
kepada PIHAK PERTAMA.
Menyerahkan Kartu Peserta kepada Peserta yang herhak;
Melakukan pembayaran iuran Peserta kepada PIHAK PERTAMA

ah Peserta yang benar dan akurat,
ol ”l'“lAK ')LRTAMA ll(”’lllh

snuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan

secara tepat waktu

dan melampirkan daftar nama peserta.
Membantu PIHAK PERTAMA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur

pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta;
Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan Program BPIS Ketenagakerjaan

yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal

(2)

(3)

ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesual kesepakatan PARA PIHAK dengan
rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat | (satu) bulan sebelum
masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian
Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertilis kepada PIHAK lainnya
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
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Pasal /
BIAYA

n
haya yang bl akibat Porianiian Kerjasems (00 dibwbiankan kaosda s WEHAK
PERTAMA

Pasal B
IAIN LAIN
Yegala sesuaty yang belum diatar dalamy Perjanjian Ferjasama 1 fai parubiahian yang
dipandang perlu oleh PARA PIMAK akan distor febile daigal datam
persetujuan PARA PIHAK solambat lambativga | (Higa) balan cabetim L ak Nir vy ey jarjian

kotjasama dan merupakan satu kesatuan yang Hidak terpisalikan

i ﬁlilhlu‘ln”l Mt

fengan Peranjian Farjasama

i

Pasal 9
PENUTLR

Perjanfian Kerfasama i dibuat dalam 4 (empal) rangkai (il randkag antarany s

bhermateral cukup dan bedlaku sebagal asli serta eyl kekiatan Hukum yang sama,

masing - masing pihak mendapat | (Satu) rangkap edantgkan J (duay rangkap lainnya sebiaga

copy untuk kepeduan adiministias

PIHAK PEITAMA PIHAK KL DUA
U Ketenagakerjann pwnslu Kota Solok
. Kepala Cabang Solok, tltin,
TR A ,
VAL “*‘ / pu
o4 YPJIS
nagakerjaan o - -
Qo 11 o
MUHAMMD FANANT * IRIATI
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